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MOTTO 
 
 
 
“Ilmu Tanpa Akal Ibarat Seperti Memiliki Sepatu Tanpa Kaki. Dan Akal Tanpa 
Ilmu Ibarat Seperti Memiliki Kaki Tanpa Sepatu” 
(Ali bin Abi Thalib) 
“Jika kamu Tidak Kuat Menanggung Lelahnya Belajar Maka Kamu Akan 
menanggung Perihnya Kebodohan” 
(Imam Syafi’i) 
“Disetiap Udara yang Kau Temukan. Di sana Akan Kau Jumpai Allah yang 
Senantiasa Mendengar Doamu” 
(Asma Nadia) 
“To Be Successful You Don’t Need Beautiful face and Heroic Body, What You 
Need Is Skillful Mind and Ability To Perform” 
(Rowan Atkinson) 
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ABSTRACT 
 
 
 
Accountability is one of the vital management processes in managing 
waqf. Accountability plays a significant role as a parameter of professionalism in 
waqf handling. Accountability in waqf institutions will have implications for the 
stronger social legitimacy in which the institution will get public trust. 
This study aims to describe how accountability in the management of waqf 
assets at the Surakarta Qur'an Waqf Board. This research is descriptive 
qualitative research. Data was collected by interviewing the Surakarta Qur'aan 
Waqf Agency. 
The results of this study indicate that in general, the Qur'an Waqf Agency 
has implemented accountability in managing waqf. Management that is in the 
Surakarta Qur'anic Waqf Agency in accordance with UU No. 41 of 2004. 
 
Keywords : Accountability, Management of and UU No.41 of 2004. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemen yang vital dalam 
pengelolaan wakaf. Akuntabilitas memainkan peran yang signifikan sebagai 
parameter profesionalitas penanganan wakaf. Akuntabilitas yang ada pada 
lembaga wakaf akan berimplikasi pada semakin kuatnya legitimasi sosial dimana 
lembaga itu akan mendapat public trust. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas 
dalam pengelolaan aset wakaf  di Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta. Penelitian 
ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancraa ke 
Badan wakaf Al Qur’an Surakarta. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, Badan Wakaf Al 
Qur’an sudah melaksanakan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan 
wakaf.Pengelolaan yang ada di Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 
 
Kata Kunci : Akuntabilitas, Manajemen Wakaf, UU No.41 Tahun 2014. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Wakaf dalam peranan Islam menjadi suatu hal yang sangat penting karena 
mengingat akan peranan wakaf yang dijadikan sebagai alat untuk mengurangi 
kemiskinan dan kesenjangan nasional. Tentunya peran wakaf akan sangat bisa 
dirasakan untuk mensejahterakan umat dan keadilan sosial dengan catatan jika 
pengelolaan dan manajemen yang baik (Huda, 2014). 
Wakaf juga menjadi salah satu referensi lembaga sosial oleh ajaran Islam 
sebagai suatu sarana yang dimanfaatkan sebagai media penyalur rezeki yang 
diberikan oleh Allah kepada umatNya. Karakteristik dari wakaf sendiri 
merupakan suatu bentuk ibadah yang berbeda ketika wakaf sendiri ditunaikan 
akan terjadi pergantian kepemilikan perorangan menjadi kepemilikan Allah. 
Sehingga dengan demikian diharapan dari pergantian tersebut dapat memberikan 
manfaat yang berkelanjutan serta abadi (Muntaqo, 2015).  
 Pembangunan ekonomipun akan berlangsung baik dengan adanya peranan 
wakaf, karena dalam pendistribusian kekayaan wakaf membantu untuk 
menyediakan berbagai sarana yang antara lain sarana ibadah, sarana pendidikan, 
sarana kesehatan dan masih banyak fasilitas umum lainnya yang bisa diambil 
manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat (Huda, 2014). 
Wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 
tentang Perwakafan. Undang-undang tersebut dibuat untuk menyempurnakan 
peraturan tentang perwakafan yang telah ada. Selain itu peraturan perundang-
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undangan tersebut juga mengatur tentang beberapa masalah, seperti pegelolaan 
harta benda wakaf harus dilaksanakan secara produktif dan terperinci secara jelas 
sesuai dengan peruntukkannya, diantaranya untuk membantu fakir miskin, 
pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang dan beberapa materi 
yang digunakan dalam pengembangan kontemporer (Maulida, 2017). 
Beberapa hal yang dilakukan dalam rangka penyelesaian berbagai 
persoalan mengenai wakaf perlu adanya suatu akuntabilitas dalam hal pengelolaan 
wakaf. Unsur dari pengelolaan wakaf tidak hanya dari pemerintah saja melainkan 
juga dari masyarakat. Sehingga pengelolaan lebih dominan dilakukan oleh 
masyarakat dari pada dilakukan oleh pemerintah (Huda, 2014). 
Berkaitan dengan pembahasan mengenai akuntabilitas yang seharusnya 
dilakukan oleh lembaga wakaf sendiri terlansir kabar dari berita harian CNN 
Indonesia. Tertuliskan bahwa Badan Wakaf Indonesia baru mencatat 62% tanah 
wakaf di Indonesia yang memiliki sertifikat atau hanya 350.000 sertifikat. Hal 
tersebut tidak sebanding dengan luas tanah wakaf di Indonesia yang mencapai 
420.000 hektar (ha), hal tersebut dikarenakan masih banyaknya keterbatasan 
kompetensi pengelolaan wakaf atau nadzir (Primadhyta, 2017). 
Hal tersebut juga dibenarkan oleh Mentri Agraria dan Tata Ruang yaitu 
Sofyan Djalil yang mengatakan bahwa di Indonesia sendiri ada sekitar 420.000 
hektar tanah wakaf. Persoalan tersebut mendorong Mentri Agraria dan Tata 
Kelola untuk melakukan pertemuan untuk membahas standar ikrar wakaf. 
Sehingga pengelolaan serta akuntabilitas wakaf kedepannya menjadi lebih baik 
untuk kemaslahatan umat (Susanto, 2017). 
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Adanya akutabilitas yang terdapat dalam lembaga wakaf akan berpengaruh 
pada semakin kuatnya legitimasi sosial, yang mana dengan begitu maka lembaga 
terebut akan mendapatkan public trust. legitimasi yang ada akan berdampak pada 
semakin naiknya dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Dengan begitu 
diharapkan bahwa semakin tinggi tingkat public trust yang dimiliki oleh 
masyarakat akan membantu semakin baiknya pengelolaan wakaf (Willi, 2017). 
Pentingnya akan wakaf juga ditanggapi baik dengan diluncurkannya 
Prinsip-prinsip Pokok Tata Kelola Wakaf yang telah disusun oleh Badan Wakaf 
Indonesia, Bank Indonesia, Islamic Development Bank secara resmi telah 
diluncurkan pada 14 Oktober 2018 pada gelaran pertemuan tahunan IMF Bank 
Dunia di Bali. Waqf Core Principles diluncurkan oleh Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati, Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Wakil Presiden Islamic 
Development Bank, Mohammed Nouri Jouini (www.bwi.or.id) 
Berita tersebut menjadi angin segar untuk lembaga wakaf Indonesia 
dengan adanya Prinsip-prinsip Pokok Tata Kelola Wakaf. Karena lembaga wakaf 
di Indonesia ini diharapkan untuk kedepannya menjadi lebih baik, baik dari segi 
akuntabilitas maupun pencatatan serta pelaporan wakaf. Selain itu kabar gembira 
lainya adalah dengan lahirnya draf eksprosure yang diterbitkan oleh Dewan 
Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akutansi Indonesia berkenaan dengan akuntansi 
wakaf dengan PSAK 112 (www.iaiglobal.or.id). 
Akuntabilitas memegang peranan penting dalam suatu pengelolaan 
lembaga wakaf. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya penelitian tentang 
akuntabilitas pada lembaga wakaf di Indonesia maupun di luar negeri. Salah 
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satunya penelitian yang dilakukan oleh Yacob (2013). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa lembaga tersebut beroperasi sangat baik dengan 
pengungkapan informasi yang relevan dan komperhensif. 
Willi (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Maal Kota 
Banda Aceh sudah memiliki akuntabilitas dalam pengelolaannya, walaupun dalam 
pelaksanaannya tidak terdapat SOP tertulis. Pengelolaan aset wakaf yang 
dilakukan sudah transparan serta dalam meningkatkan mutu dari pihak Baitul 
Maal Kota Banda Aceh menyiapkan kotak saran. 
Maulida (2017), penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa dalam 
akuntabilitas pengelolaan belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 
2004. Dengan demikian pengelolaan waqaf di Baitul Maal Provinsi Aceh belum 
memenuhi prinsip-prinsip dari akuntabilitas, Baitul Maal mengenai harta wakaf 
yang dikelola belum akuntabel dikarenakan banyaknya daerah wakaf yang tidak 
tercacat dengan baik. 
Ihsan (2011), hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan dari 
dua lembaga yang diteliti. Pada lembaga A telah melakukan akuntabilitas kepada 
publik meskipun lembaga tersebut belum lama berdiri, Sedangkan Lembaga B 
merupakan lembaga yang paling lama berdiri akan tetapi dalam akuntabilitasnya 
belum memenuhi standar. Hasil penelitian tersebut telah menjelaskan bahwa 
akuntabilitas tidak bergantung pada lamanya suatu lembaga berdiri. 
Huda (2014), hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat dua provinsi 
yang kesulitan dalam pengelolaan wakaf yaitu Provinsi Sumatra Barat dan 
Provinsi Riau. Persoalan yang dihadapi pengelola wakaf di Riau adalah tentang 
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nadzir yang kurang kompeten sedangkan masalah yang di hadapi pengelola wakaf 
di Sumbar adalah berkenaan dengan wakif yang kurang koordinasi dengan ahli 
waris. 
Berbagai penelitan terdahulu tersebut akan menjadi acuhan untuk penulis 
untuk melakukan penelitian. Banyaknya berbagai lembaga yang menawarkan 
untuk pengelolaan wakaf saat ini semakin mempermudah para wakif untuk 
mewakafkan hartanya. Lembaga yang bertugas mengelola wakaf tentunya harus 
memiliki izin secara resmi dalam menjalankan oprasionalnya. Lembaga wakaf 
sekarang ini ada yang khusus menangani pengelolaan wakaf dan ada juga yang 
menangani oprasional yang lain misalnya koperasi Jasa Keuangan Syariah yang 
juga menerima pengelolaan untuk wakaf. 
Penelitian yang dilakukan akan mengambil salah satu instansi di 
Surakarta. Pemilihan Objek penelitian yang akan digunakan tentunya merupakan 
suatu instansi atau lembaga yang erat kaitannya dengan perwakafan. Objek yang 
akan dilakukan penelitian berkenaan dengan wakaf adalah Badan Wakaf Al 
Qur’an. 
Badan Wakaf Al Qur’an dipilih karena lembaga wakaf tersebut sudah 
memiliki aplikasi tersendiri sehingga bisa terlihat perkembangan serta semua 
program yang dijalankan oleh lembaga tersebut yang berkenaan dengan 
pengelolaan wakaf. Hal tersebut memudahkan seorang wakif yang ingin 
memantau perkembangan dari harta yang telah diwakafkan. 
Dari berbagai fenomena serta berita yang terjadi akhir- akhir ini peneliti 
tertarik untuk meneliti mengenai wakaf lebih dalam lagi sehingga peneliti 
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mengangkat judul penelitian “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Pada 
Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta”. 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas identifikasi masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Karena masih adanya beberapa program kerja yang seharusnya bisa 
dilakukan oleh Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta, akan tetapi belum 
terlaksanakan dengan baik yang dikarenakan dana yang didapatkan dari 
penggalangan dana dari para calon wakif. 
2. Kurangnya sumber daya manusia yang ada di Badan Wakaf Al Qur’an 
menyebabkan program-program yang telah direncanakan yang seharusnya 
dapat dilaksanakan dengan baik menjadi terhambat karena kurangnya 
personil dalam pelaksanaan program tersebut. 
1.3. Batasan Masalah 
Batasan masalah dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan 
sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pada 
akutabilitas proses dan akuntabilitas financial pada pengelolaan wakaf di Badan 
Wakaf Al Qur’an Surakarta. 
1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini 
adalah: 
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1. Bagaimana akuntabilitas proses pada pengelolaan wakaf di Badan Al 
Qur’an? 
2. Bagaimana akuntabilitas financial pada pengelolaan wakaf di Badan Al 
Qur’an? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui akuntabilitas proses pada pengelolaan wakaf di Badan 
Wakaf Al Qur’an. 
2. Untuk mengetahui akuntabilitas financial pada pengelolaan wakaf di 
Badan Wakaf Al Qur’an. 
1.6. Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
1. Untuk Penulis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 
bagi peneliti tentang akuntabilitas pengelolaan wakaf. 
2. Untuk Civitas Akademika 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi 
kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan yang referensi bagi 
penelitian selanjutnya. 
3. Untuk Lembaga Wakaf 
Sebagai masukan kepada Badan Wakaf Al Qur’an dalam meningkatkan 
akuntabilitas pengelolaan wakaf. 
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1.7. Hasil Penelitian Yang Relevan 
Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang disajikan dalam 
tabel 1.1 secara ringkas. 
Tabel 1.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
No Nama/Tahun Judul Variabel/
Metode 
Hasil penelitian 
1. Yaacob, 2013 Accountability 
through accounting 
and reporting lenses 
(lessons from an 
awqaf institution in a 
Southeast Asia 
country 
Kualitatif Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa lembaga 
tersebut beroperasi 
sangat baik dengan 
pengungkapan 
informasi yang 
relevan dan 
komperhensif. 
 
Tabel berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 1.1  
No Nama/Tahun Judul Variabel/
Metode 
Hasil Penelitian 
2. Willi, 2017 Akuntabilitas Dan 
Transparansi 
Pengelolaan Aset 
Wakaf Pada Baitul 
Maal Kota Banda Aceh 
Kualitatif Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
Baitul Maal Kota 
Banda Aceh sudah 
memiliki 
akuntabilitas dalam 
pengelolaannya, 
walaupun dalam 
pelaksanaannya 
tidak terdapat SOP 
tertulis. Pengelolaan 
aset wakaf yang 
dilakukan sudah 
transparan serta 
dalam meningkatkan 
mutu dari pihak 
Baitul Maal Kota 
Banda Aceh 
menyiapkan kotak 
saran. 
 
 
Tabel berlanjut… 
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Tabel lanjutan 1.1 
No Nama/Tahun Judul Variabel/
Meode 
Hasil Penelitian 
3. Maulida, 
2017 
Analisis Akntabilitas 
Pengelolaan Waqaf 
Pada Baitul Mal 
Provinsi Aceh 
Kualitatif Hasil bahwa dalam 
akuntabilitas 
pengelolaan belum 
sesuai dengan 
Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 
2004. Dengan 
demikian 
pengelolaan waqaf 
di Baitul Mal 
Provinsi Aceh 
belum memenuhi 
prinsip-prinsip dari 
akuntabilitas, Baitul 
Mal mengenai harta 
wakaf yang dikelola 
belum akuntabel 
dikarenakan 
banyaknya haera 
wakaf yang tidak 
tercacat dengan 
baik. 
 
Tabel berlanjut… 
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Tabel lanjutan 1.1 
No Nama Judul Variabel/
Metode 
Hasil penelitian 
4. Ihsan, 
2011 
Waqf accounting and 
management in Indonesia 
waqf institutions 
Kualitatif Hasil Penelitian 
tersebut 
menunjukkan 
adanya perbedaan 
dari dua lembaga 
yang diteliti. Pada 
lembaga A telah 
melakukan 
akuntabilitas kepada 
publik meskipun 
lembaga tersebut 
belum lama berdiri, 
Sedangkan Lembaga 
B merupakan 
lembaga yang paling 
lama berdiri akan 
tetapi dalam 
akuntabilitasnya 
belum memenuhi 
aturan. Hasil 
penelitian tersebut 
telah menjelaskan 
bahwa akuntabilitas 
tidak bergantung 
pada lamanya suatu 
lembaga berdiri. 
 
 
Tabel brlanjut… 
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Tabel lanjutan 1.1 
No Nama/Tahun Judul Variabel/
Metode 
Hasil Penelitian 
5. Huda, 2004 Akuntabilitas 
Sebagai Sebuah 
Solusi Pengelolaan 
Wakaf  
Kualitatif Persoalan yang 
dihadapi pengelola 
wakaf di Riau adalah 
tentang nadzir yang 
kurang kompeten 
dsedangkan masalah 
yang di hadapi 
pengelola wakaf di 
Sumbar adalah 
berkenaan dengan 
wakif yang kurang 
koordinasi dengan ahli 
waris. 
 
1.8. Metode Penelitian 
Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan untuk penelitian 
mulai dari penyusunan, perencanan proposal penelitian sampai pada 
menggandakan laporan hasil penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga 
bulan Desember. Dalam penelitian ini mengambil tempat lokasi pada Badan 
Wakaf Al Qur’an dengan alamat Jl. Satria Perum Serba Asri No.22A, Surakarta,  
Jawa Tengah, Telp. (0271) 740348.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Untuk data 
primer dalam penelitian ini diperoleh memalui wawancara kepada pimpinan serta 
nazhir dari Lembaga, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari laporan 
pembukuan serta bukti lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
menggunakan studi lapangan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. 
Untuk teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. 
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1.8. Jadwal penelitian 
Terlampir 
1.9. Sistematika Penulisan 
Dalam penelitian ini, pebahasan dan penyajian hasil penelitian akan 
disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada penelitian ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, sistematika 
penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini mendeskripsikan mengenai pengertian dan teori-teori tentang 
wakaf, akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas financial. Teori-teori yang 
digunakan bersumber dari beberapa literatur yang tersedia baik dari perkuliahan 
maupun sumber lain. Dan terdapat juga hasil penelitian yang relevan yang 
mendukung penelitian ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini menguraikan perihal waktu dan pelaksanaan penelitian, jenis 
penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 
teknik pengamilan data, serta teknik analisis data. 
BAB IV PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan gambaran umum perusahaan yang berisikan tentang 
sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, serta 
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akan dibahas mengenai hasil observasi pada objek yang dipilih sebagi tempat 
mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan.  
BAB V KESIMPULAN 
Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak 
perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain yang berkepentingan dengan 
penelitian ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Wakaf 
2.1.1. Pengertian Wakaf 
Kata “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa Arab “waqafa”. Asal 
kata “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau 
“tetap berdiri”. Kata  Al–Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa 
pengertian, yaitu: menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Secara syariah, 
wakaf berarti menahan harta yang dimiliki dan denga ikhlas memberikan 
kegunaanna di jalan Allah (Wasilah, 2008 : 326). 
Secara estimologis wakaf berarti pemberian manfaat sesuatu kepada pihak 
lain dengan tujuan untuk dimanfaatkan. Wakaf merupakan suatu bentuk ibadah 
dengan cara menjadikan benda yang dimiliki oleh seseorang. Benda yang 
memiliki sifat kekal zatnya, menjadi tetap selama mungkin, yang mana bisa 
diambil manfaatnya untuk digunakan dalam rangka kepentingan umat manusia 
dengan ridho Allah (Mardani, 2016 : 152). 
Dari berbagai ragam pengertian wakaf menurut para ulama dan pakar 
dapat ditarik kesimpuan bahwa wakaf itu sendiri merupakan penahanan akan 
suatu benda yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai sifat kekal atas zatnya 
dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. 
Jadi wakaf itu sendiri bersumber dari benda miik seseorang. Benda milik 
seseorang tersebut secara ikhlas diberikan untuk jalan kebaikan (Suhendi, 2016 : 
240). 
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2.1.2. Sumber  Hukum Wakaf 
Manusia dianjurkan oleh Allah SWT dan nabi Muhammad SAW untuk 
berwakaf dengan melakukan kebaikan wakaf maka pahala serta kemaslahatan 
yang dirasakan oleh umat manusia yang menggunakan manfaatnya akan terus 
mengalir kepada pewakaf sampai ia meninggal dunia dengan catatan harta yang 
telah ia serahkan dengan ikhlas untuk diwakafkan masih memberikan manfaat, hal 
tersebut dapat dilihat pada ayat- ayat Al Qur’an dan Hadits nabi seperti berikut: 
1. Al-Qur’an 
a. Surat Al Baqarah ayat 267 
 َت َلََو ۖ ِضَْرْلْا َنِم ْمَُكل اَنْجَرَْخأ ا َّمِمَو ُْمتْبَسَك اَم ِتاَِب يَط ْنِم اُوقِفَْنأ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ اَي ُهْنِم َثِيبَخْلا اوُم ََّمي
 ِهيِذِخآِب ُْمتَْسلَو َنُوقِفُْنت ْعاَو ۚ ِهِيف اوُضِمُْغت َْنأ َِّلَإ   ديِمَح ٌّيِنَغ َ َّاللَّ ََّنأ اوَُمل  
 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 
Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 
buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri 
tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji 
(QS Al-Baqarah  (2) :267). 
 
 Ayat ini menerangkan tentang perintah Allah SWT kepada umat manusia 
untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling 
berharga serta melarang infak dengan hal-hal yang remeh dan hina yang 
disebut dengan al khabiitsa karena Allah adalah baik dan hanya menerima yang 
baik-baik saja. Maka dari itu Allah berfirman bahwa manusia dilarang 
memberikan sesuatu halyang buruk kepada orang lain Karena orang tersebut 
tidak akan berniat mengambilnya (Suhendi, 2016 : 241). 
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b. Surat Ali-Imraan ayat 92 
 اُوقِفُْنت ٰىَّتَح َّرِبْلا اُولاََنت ْنَل  ميِلَع ِهِب َ َّاللَّ َِّنإَف ٍءْيَش ْنِم اُوقِفُْنت اَمَو ۚ َنوُّبُِحت ا َّمِم  
92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja 
yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS Ali-
Imraan (3) : 92). 
 
Ayat ini menjelaskan tentang jika manusia akan medapatkan pahala 
yaitu berupa surga karena menyedekahkan harta bendanya maka Allah akan 
membalasnya (Mardani, 2016 : 156). 
c. Surat Al-Hajj ayat 77 
 َّلا اَهَُّيأ اَي َنوُحِلُْفت ْمُكَّلََعل َرْيَخْلا اُولَعْفاَو ْمُكَّبَر اُوُدبْعاَو اُودُجْساَو اُوعَكْرا اُونَمآ َنيِذ  
77.Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 
kemenangan (QS Al-Hajj (22) : 77). 
 
Ayat ini menjelaskan tentang larangan memperdulikan ajakan orang-
orang kafir untuk berbuat sesat dan memerintahkan manusia untuk tetap 
mengerjakan shalatnya dengan sempurna dan benar dengan melakukan rukuk 
dan sujud dengan tujuan untuk menyembah Allah SWT yang menciptakan dan 
memberi rezeki kepada umat manusia serta dilarang menyekutukan Allah SWT 
dan melakukan segala sesuatu yang bisa membawa kebaikan dan manfaat agar 
termasuk kedalam kelompok orang-orang yang selalu melakukan perbaikan 
(Wasilah, 2008 : 335). 
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2. As-Sunnah 
a. Hadits Rasulallah SAW dari Abu Hurairah r.a. 
 َص ٍدَلَوَو ِهِب ُعََفتُْني ٍمْلِعَو ٍةَيِراَج ٍةََقدَص ْنِم ٍَةثََلَث ْنِم َِّلَإ ُُهلَمَع َعََطقْنا ُناَسْن ِْلْا َتاَم َاذِإ ٍحِلا
َهل وُعْدَي 
 
“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 
tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak 
yang shalih” (HR.Muslim no. 1631) 
 
Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa berwakaf bukan hanya seperti 
sedekah biasa melaikan ganjaran yang akan didapatkan oleh pewakaf akan 
lebih besar dari sedekah biasa dan akan lebih besar lagi ganjarannnya jika 
dimanfaatkan secara terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih 
berguna. Wakaf juga memberi jalan untuk para masyarakat untuk menjadi 
sejahtera dan maju (Mardani, 2016 : 157). 
b. Hadits Rasulullah SAW dari Ibnu Umar r.a. 
 ِ َّاللَّ َلوُسَر اَي َلاَقَف اَهِيف ُهُرِْمَأتَْسي َّيِبَّنلا َىَتأَف َرَبْيَخِب اًضَْرأ َباََصأ ِباَّطَخْلا َنْب َرَمُع َْنأ ُتْبََصأ يِ ِنإ
 َق ًلَاَم ْبُِصأ ْمَل َرَبْيَِخب اًضَْرأ َتْقَّدََصتَو اََهلَْصأ َتْسَبَح َْتئِش ْنِإ َلاَق ِهِب ُرُْمَأت اََمف ُهْنِم يِدْنِع َسَفَْنأ ُّط
يِفَو ِءاَرَُقفْلا يِف اَِهب َقَّدََصتَو ُثَرُوي َلََو ُبَهُوي َلََو ُعاَُبي َلَ ُهََّنأ ُرَمُع اَِهب َقَّدََصَتف َلاَق اَِهب  يِفَو ىَبُْرقْلا
 ِفَو ِباَق ِ رلا ِفْي َّضلاَو ِلِيبَّسلا ِنْباَو ِ َّاللَّ ِلِيبَس ي  
 
Sesunggguhnya Umar bin Khathab mendapatkan bagian tanah di 
Khaibar. Lalu dia datang menjumpai Rasulullah untuk meminta saran 
mengenai kebun pembagian itu. Lalu dia berkata,”Wahai, Rasulullah. 
Sesungguhnya aku mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Sungguh belum 
pernah aku memiliki harta yang lebih aku sukai daripada tanah ini. Maka, apa 
yang engkau perintahkan kepadaku dengan harta ini? Lalu Beliau 
bersabda,”Jika engkau menghendaki, peliharalah kebun itu dan engkau 
shadaqohkan buahnya. Dia berkata: Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. 
Sesungguhnya tanah itu tidak dijual, tidak dihadiahkan dan tidak boleh 
diwaris. Lalu Umar menyedahkannya kepada fuqoro’, kerabatnya, untuk 
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memerdekakan budak, untuk fi sabilillah, untuk membantu ibnu sabil dan untuk 
menjamu tamu. [HR Bukhari, Kitabusy Syurut, no. 2532]. 
Dari hadits diatas bisa disimpulkan bahwa dalam pemanfaatna wakaf itu 
ada dua macam. Pertama wakaf untuk keluarga. Maksudnya wakaf untuk cucu 
atau keluarga dan orang sepeninggalan mereka. Kedua, wakaf khairiyah, 
maksudnya wakaf untuk kemaslahatan umum yang terbagi menjadi 8 asnaf ( 
Suhendi, 2016 : 242). 
2.1.4. Rukun Wakaf 
 Adapun beberapa rukun wakaf antara lain yang dikemukakan oleh 
Mardani (2016 : 159) 
1. Wakif  
Wakif merupakan orang yang dengan ikhlas mewakafkan hartanya yang 
mana juga harus mempunyai kecakapan dalam mendermakan hartanya. Wakif 
yang dimaksud bisa terdapat tiga golongan yaitu perorangan, organisasi dan yang 
terakhir badan hukum. Wakif perorangan yang berasal dri negara Indonesia atau 
warga negara asing, Organisasi Indonesia atau organisasi asing serta badan 
hukumIndonesia atau badan hukum asing. 
2. Mauquf 
Mauquf adalah barang/benda atau harta yang dimiliki oleh pewakaf untuk 
di wakafkan. Barang/benda atau harta yang dapat di wakafkan adalah harus 
berasal dari pemilik atau dikuasai oleh wakif secara sah. Sehingga ada beberapa 
catatan atau kriteria mauquf yang harus dipenuhi salah satunya adalah harta 
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haruslah berupa benda yang bisa diambil manfaatnya dengan faedah yang 
berkepanjangan dengan kepemilikan penuh oleh pewakaf. 
3. Mauquf ‘alaih 
Mauquf ‘alaih merupakan orang atau lembaga ataupun golongan maupun 
pihak tertentu yang disertai wakaf. Daam halini nama lainnya adalah nadzir yang 
mana suatu pihak yang berhak akan pengelolaan dan pengembangan  wakaf dari 
wakif sesuai dengan peruntukannya. Selain kewajiban dari seorang nadzir 
mengelola dan mengembangkan wakaf, seorang nadzir juga berhak mendapatkan 
imbalan dari hasil bersih pengelolaan wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% 
dan mendapatkan binaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 
4. Shigat 
Sighat yang dimaksud adalah suatu ikrar atau janji yang diucapkan diawal. 
Dalam hal ini  wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat 
hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, 
wakif dapat menunjukkan surat kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 
dua orang saksi. Sehingga untuk bisa melakukan ikrar maka wakif atau kuasanya 
menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf ke 
PPAIW(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). 
2.1.4. Ketentuan-ketentuan Wakaf 
Menurut Suhendi (2016:241) bahwa berdasarkan hadis yang 
membahasa tentang wakaf dengan ketentuan-ketentuan wakaf sebagi berikut: 
1. Harta Wakaf harus kekal yang artinya bahwa harta atau benda yang akan 
diwakafkan tidak harus diperjualbelikan. 
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2. Pemilikan atas harta wakaf sudah terlepas dari pewakaf. 
3. Wakaf yang dilakukan harus berdasarkan tujuan yang baik. 
4. Pengawas diberikan kekuasaan atas harta wakaf dengan syarat sesuai 
dengan kadar yang tidak berlebihan. 
5. lama kegunaannya. Tanah merupakan bentuk harta wakaf atau bisa yang 
lainnya asalkan tahan. 
2.2. Akuntabilitas 
Persoalan mengenai akuntabilitas merupakan suatu hal terpenting dalam 
suatu lembaga  wakaf. Beberapa upaya  yang berbeda-beda dan usaha dilakukan 
oleh lembaga wakaf dalam mengedepankan akuntabilitas daam pengelolaannya. 
Beberapa upaya dan usaha yang dilakukan oleh lembaga wakaf dalam mencapai 
akuntabilitas dengan cara pelaporan yang periodik, menggunakan audit  dan lain 
sebagainya. (Arief, 2011). 
Akuntabilitas juga bisa dijabarkan sebagai salah satu bentuk 
pertanggungjawaban yang diakukan oleh lembaga atas keberhasilan maupun 
kegagalan yang dihadapi. Pertanggungjawaban yang dilakukan dengan maksud 
dan tujuan untuk mengukur sejauh mana mencapaian tujuan dan sasaran yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut 
dilakukan dengan cara periodik (Wili, 2017). 
Dalam perekonomian, akuntabilitas menjadi salah satu ilmu yang sangat 
penting. Pentingnya akan ilmu tersebut bisa dilihat dari salah satu prinsip good 
governace tentang pentingnya pertangungjawaban pimpinan mengenai wewenang 
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yang dilimpahkan kepada pengelola organisasi. Melalui akuntabilitas sistem 
kontrol yang efektif bisa dijalankan (Maulida, 2017). 
2.2.1 Akuntabilitas Proses 
Akuntabilitas proses menurut (Mustofadidjadja, 2000:24) merupakan 
suatu akuntabilitas yang berkenaan dengan prosedur yang digunakan dalam 
melakukan kegiatan. Beberapa prosedur yang ada dalam suatu kegiatan 
mencangkup 2 unsur yang antara lain: 
1. Perencanaan 
Perencanaan merupakan bagian awal dari akuntabilitas proses dikarenakan 
dalam perencanaan sendiri merupakan suatu langkah awal yang diambil untuk 
mendapatkan hasil atau output. Sehingga di dalam perencanaan harus benar-benar 
matang dan memiliki keandalan dalam mencapai suatu tujuan atau ekspektasi. 
Perencanaan memfokuskan pada informasi mengenai tingkat pencapaian 
kesejahteraan yang akan dicapai. 
2. Pelaksanaan 
Pelaksanaan dilakukan dalam rangka memenuhi kebijakan program yang 
telah dibuat diawal atau pada perencanaan yang sudah terstruktur dengan tujuan 
atau goals. Akuntabilitas pelaksanaan mengukur sejauh mana dalam 
melaksanakan suatu kebijakan telah dilakukan dengan hasil yang bagaimana pula 
dengan bukti-bukti pelaksanaan yang dikumpulkan berupa semua administrasi 
yang digunakan. Adapun administrasi yang bisa digunakan antara lain adalah 
sebagi berikut: 
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a. Kegiatan catat mencatat 
b. Surat menyurat 
c. Pembukuan Sederhana 
d. Ketik mengetik 
Sehingga akuntabilitas tersebut menjadi tolok ukur tentang proses yang 
telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Maka 
dari itu akuntabilitas proses harus mnyediakan penjelasan yang berkenaan dengan 
kesesuaian realisasi dengan rencana yang telah ditentukan diawal. 
3. Pengawasan 
Pengawasan merupakan proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan 
apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang 
dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. 
2.2.2 Akuntabilitas Financial 
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 
integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Adapun beberapa yang menjadi komponen pembentuk akuntabilitas 
menurut (Djalil, 2010:235) keuangan anatara lain: 
1. Integritas Keuangan 
Bicara mengenai integritas berarti erat kaitannya dengan kejujuran, 
keterpaduan, kebulatan dan keutuhan yang berarti bahwa integritas itu sendiri 
merupakan cerminan dari kejujuran penyajian. 
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2. Pengungkapan 
Dalam hal pengungkapan mengharuskan laporan keuangan dengan konsep 
dan gambaran sehingga akan disajikan sebagai kumpulan informasi kenyataan 
dari beberapa kejadian ekonomi yang benar-benar terjadi yang dapat 
mempengaruhi suatu instansi pemerintahan untuk suatu periode tertentu.  
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan 
Kegiatan akuntansi dan pelaporan dalam suatu instansi seharusnya harus 
mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku yang mana peraturan tersebut telah 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelaksanaan 
akuntansi. 
2.3  Sharia Enterprise Theory 
Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen 
terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada 
stakeholders dan Tuhan. Sharia Enterprise theory mengandung nilai keadilan, 
kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, bentuk 
pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT (Triyuwono, 2012 : 355). 
Sehingga aksioma terpenting yang harus medasari dalam setiap penetapan 
konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber 
daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para 
stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya 
melekat tanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan 
oleh sang pemberi amanah (Triyuwono, 2012 : 365). 
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Pandangan dari  sharia enterprise theory dalam distribusi kekayaan atau 
nilai tambah tidak hanya berlaku pada partisipasi yang terkait langsung atau 
partisipasi yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan-perusahaan 
(pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak 
lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi. Oleh karena itu sharia 
enterprise theory akan membawa kemaslahatan bagi stakeholders, masyarakat dan 
lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting (Triyuwono, 2012 : 357).  
2.4 Kerangka Berpikir 
Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang digunakan untuk penelitian 
mulai dari penyusunan, perencanaan proposal penelitian sampai pada 
menggandakan laporan hasil penelitian pada bulan Oktober hingga bulan 
Desember. Penelitian terhadap permasalahan yang telah dirumuskan di depan 
kemudian dibuat rentang waktu untuk mempermudah secara teknisnya. 
Dalam penelitian ini mengambil tempat lokasi pada Badan Wakaf Al 
Qur’an dengan alamat Jl. Satria Perum Serba Asri No.22A, Surakarta, Jawa 
Tengah, Telp. (0271) 740348. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan 
data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan 
penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannnya penelitian. 
3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan 
kualitatif sendiri menurut Meleong J.Lexy (2012:4), mendefinisikan bahwa 
“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat  diamati.” 
Menurut Suryabrata (2010 : 5), penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau 
kejadian-kejadian atau akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata 
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tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, membuat ramalan atau 
mendapatkan makna dan implikasi walaupun penelitian yang bertujuan untuk 
menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencangkup metode-metode deskriptif. 
Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat 
deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 
3.3. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
3.3.1 Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tangan 
pertama yang didapat oleh peneliti yang ada kaitannya dengan variabel yang 
terkait atau tujuan dari studi tertentu yang mana untuk penelitian  menurut 
Sekaran (2017: 130). Sehingga dalam penelitian ini data primer diperoleh secara 
langsung oleh peneliti melalui wawancara kepada pimpinan Lembaga Wakaf  dan 
obsesrvasi  langsung ke lapangan. 
3.3.2 Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan suatu data yang mengacu pada pengumpulan 
informasi yang bersumber dari sumber yang sudah tersedia menurut Sekaran 
(2017:130). Untuk data sekunder yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan 
laporan keungan serta bukti-bukti wakaf lainnya. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, 
penelitian menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
3.4.1. Studi Lapangan 
Menurut Sarosa (2012:44) studi lapangan merupakan dimana penelitian 
yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan dilapangan penelitian 
langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini,penulis menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Observasi 
Teknik observasi peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung 
secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penulis 
mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap transaksi 
yang terjadi pada objek penelitian pada Lembaga Wakaf Al -Muttaqien Surakarta. 
2. Wawancara 
Teknik melalui wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara 
langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang 
dipandang dapat memberikan keterangan dan jawaban terhadap pertanyaan yang 
diajukan, yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung dengan pimpinan 
lembaga serta para nazir yang ada di Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta. 
3. Dokumentasi 
Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan alat atau instrument 
yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Data dokumen dapat 
berupa foto, gambar. Struktur organisasi, catatan dan sebagainya. Sehingga dalam 
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penelitian ini dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti melalui beberapa 
dokumen yang ada di Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta. 
3.5. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dan dokumentasi, 
dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, 
memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 
sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiono, 2009:244). 
Untuk menguji keabsahan dan reliabilitas data menggunakan teknik 
triangulasi. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dibedakan 
menjadi empat macam yaitu:  
3.5.1 Triangulasi dengan Sumber 
Teknik triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan 
memeriksa kembali suatu informasi yang diperoleh pada waktu dan alat yang 
berbeda. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara membandingkan data hasil 
pengamatan dengan data hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara 
dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Sugiono, 2009:245). 
3.5.2 Triangulasi dengan Teknik 
Triangulasi ini dilakukan melalui proses pengecekan informasi yang 
merupakan hasil penemuan pada saat penelitian yang menggunakan beberapa 
teknik pengumpulan data. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan pada beberapa 
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sumber data dengan cara yang sama yaitu dengan triangulasi metode (Sugiono, 
2009:246). 
3.5.3 Triangulasi dengan Waktu 
Teknik ini dilakukan berkenaan dengan waktu yaitu dengan cara 
mengumpulkan data melalui wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih 
segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 
lebih kredible (Sugiono, 2009:248). 
Dalam Penelitian ini penelitian menggunakan teknik analisis data dengan 
triangulasi teknik. Maksud dari peneliti menggunakanan teknik ini dikarenakan 
dalam pengumpulan datanya melakukan wawancara secara langsung dengan 
pimpinan dan nadzir dari Badan Wakaf Al Qur’an sendiri dengan mengecek ulang 
melalui dokumen-dokumen yang tersedia. 
3.6. Proses Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian kualitatif menurtu (Sugiono,2009:248) 
dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di Lapangan dan setelah 
selesai di Lapangan yang antara lain: 
1. Analisis Sebelum di Lapangan 
Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki 
lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data 
sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.. Dalam 
penelitian ini peneliti melakukan analisis sebelum di lapangan dengan melihat 
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profil dar Badan Wakaf Al Qur’an di internet dan beberapa program yang telah 
dibentuk serta pencapaiannya. 
2. Analisis selama di lapangan 
Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 
berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 
saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 
diwawancarai. Penelitian ini peneliti mewawancarai 3 narasumber yang berbeda 
kedudukan, apabila dirasa jawaban belum memuaskan maka peneliti akan 
melanjutkan pertanyaan lagi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
 
4.1. Paparan Data Hasil Penelitian 
4.1.1 Gambaran Umum Badan wakaf Al Qur’an 
Badan Wakaf Al Qur’an merupakan organisasi nirlaba (non-profit 
organization), berbentuk Badan Hukum Perkumpulan (BHP). Organisasi 
tersebut dibentuk pada tahun 2005 oleh sejumlah Ulama dan Profesional Muslim 
menggagas sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf Al Qur’an (BWA) 
dan tercatat dalam Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi No 119 tanggal 28 April 
2005. 
Pada 1 Juli 2006, Badan Wakaf Al Qur’an mendapat sambutan baik dan 
dukungan dari MUI sesuai dengan Surat Rekomendasi MUI Nomr U-
217/MUI/VI/2006. Akta Pendirian Perkumpulan Badan Wakaf Al Qur’an di 
Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Mkn tanggal 12 Desember 2014 Nomor 88. 
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
00851.60.10.2014 sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 16 Desember 2014. 
Tanda daftar perkumpulan /Organisasi Sosial Nomor: 01/10.1.0/31/74.01.1001/-
1.848/2017 tanggal 13 September 2017 dengan NPWP: 80.905.824. 1-015.000. 
Sejarah awal mula berdirinya Badan Wakaf Al Qur’an dimuali sejak 
tahun 2005, terdengar dari namanya yaitu Badan wakaf Al Quran banyak 
kalangan masyarakat berpikir bahwa badan Wakaf tersebut hanya menerima 
pewakafan dalam bentuk Al Qur’an, akan tetapi tidak demikian. Karena ketika 
mendengar kata “wakaf” yang pertama kali terbesit adalah sebidang tanah yang 
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diserahkan secara suka rela tanpa kompensasi uang atau materi untuk dijadikan 
masjid ataupun jalan. Tidak terbayang sama sekali bahwa Al Qur’an dapat 
diwakafkan.  
Padahal wakaf dilakukan dengan menahan benda milik seseorang dan 
menyedekahkan kemanfaatannya dari benda tersebut dijalan yang tidak 
diharamkan Allah SWT . Atau dengan kata lain seseorang meminjamkan sesuatu 
kepada pihak lain untuk dimanfaatkan tanpa perlu dikembalikan. Bagi kaum 
muslim yang berada di perkotaan tentu sangat mudah menemukan Al Qur’an, 
namun bagi mereka yang berada di pelosok Nusantara, Al Qur’an merupakan 
barang yang langka.  
Memang pada umumnya mereka tergolong dhuafa yang tidak memiliki 
uang untuk keperluan sehari-hari. Tetapi masalahnya ternyata lebih dari itu, 
mereka yang memiliki uang seharga satu mushaf Al Qur’an pun ternyata tidak 
bisa dengan mudah mendapatkan kitab suci tersebut. Karena untuk mencapai satu 
took buku saja mereka harus melewati lembaga dan sungai serta mendaki satu 
atau dua anak gunung yang jauhnya hingga berpuluh kilometer. 
Walhasil ketika kehadiran Al Qur’an ditengah–tengah hidup mereka 
menjadi hal yang langka. Padahal, Al Qur’an merupakan pedoman untuk 
keselamatan hidup manusia didunia ini bahkan sampai ke akhirat kelak. Melihat 
betapa pentingnya fungsi dari Al Qur’an itu, Bp Heru Binawan bersama sejumlah 
ustadz dan intelektual Muslim lainnyapun berinisiatif menjadi fasilitator antara 
Kaum Muslimin dipelosok yang sangat membutuhkannya dengan mendirikan 
BWA. 
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  Melalui program Al Qur’an Road Trip maka Badan Wakaf Al Qur’an 
melakukan survei ke pesisir pantai, puncak gunung, dan juga tengah hutan untuk 
bersilaturahim dan mendata kaum Muslimin yang akan menerima wakaf. Lalu 
Badan Wakaf Al Qur’an pumenyajikan data tersebut kepada calon wakif. Melalui 
proyek Al Qur’an ke lokasi yang telah ditentukan , Al Qur’an yang diwakafkan 
oleh wakif didistribusiakan kepada mereka yang membutuhkan. Sejak saat itu 
pahala untuk wakif terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia selama 
Al Qur’an yang diwakafkan masih mereka gunakan.  
4.1.2 .Visi, Misi dan Tujuan 
1. Visi 
a. Menjadi lembaga filantropi wakaf professional, yang mampu 
mengembangkan potensi wakaf di Indonesia sesuai syariah untuk 
kemaslahatan kaum muslimin dan masyarakat. 
b. Menjadikan Wakaf Sebagai Gaya Hidup Muslim. 
2. Misi 
a. Menyalurkan Al Qur’an kedaerah-daerah rawan pendidikan dan rawan 
aqidah. 
b. Mengajarkan Al Qur’an dengan metode yang membekas dan 
implementatif disertai berbagai program pendukung yang inovatif 
sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat. 
c. Memberikan manfaat kepada umat program wakaf. 
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3. Tujuan 
a. Setiap project terlaksana secara unik dan rill 
Project yang ditampilkan adalah untuk membantu komunitas dan individu 
yang membutuhkan, setiap komunitas dan individu memiliki keunikan persoalan 
dan solusinya. Oleh karena itu Badan Wakaf Al Qur’an mencoba membantu 
dalam project yang sesuai dengan kebutuhannya. Individu dna komunitas yang 
ada dalam project kami adalah rill, mereka ada dalam kehidupan nyata bukan 
sekedar model untuk promosi marketing. 
b. Bersama Membuat Segala Menjadi Ringan 
Project disusun untuk bisa direalisasikan. Jika Kamum Muslim yang tertarik 
dengan project tersebut, ia dapat membantunya dengan memilih project tersebut 
dan mengirimkan dananya. Badan Wakaf al Qur’an juga melakukan fundraising 
secara offline dan didonasikan kepada project tersebut atas nama “Wakif 
Network”. 
c. Mendukung Project Bukan Sekedar Menyumbangkan Uang 
Dukungan anda sesungguhnya membuat komunitas dan individu yang 
membutuhkan bisa meningkatkan taraf kehidupannya dan memiliki masa depan 
yang lebih cerah. Karena project kami menyentuh kebutuhan asasi seperti 
pembangunan infrastruktur, dukungan pendidikan dan pembinaan, pemberdayaan 
ekonomi, serta kesehatan. 
4.1.3 Susunan Pengurus Badan Wakaf Al Qur’an 
Pembina dan Founder     :Ust. Irwan Syaifullah 
Ketua, CEO dan Founder     : Heru Binawa 
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Operation Director, Finance dan Founder   : M. Ichsan Salam 
Operation Head      : Nanu Utama 
Wakil Relation Division     : Hazairin Hasan 
Project Analyst      : Darminto 
Web Development      : Weli Kurniawan 
Back Office      : Nurhasanah 
Newsroom       : joko Prasetyo 
General Affair      : Agus Salim 
4.1.4 . Akuntabilitas Proses 
a. Akuntabilitas Perencanaan 
Perencanaan Menurut (Mustofadidjadja,2000:25) merupakan bagian awal 
dari akuntabilitas proses dikarenakan dalam perencanaan sendiri merupakan 
suatu langkah awal yang diambil untuk mendapatkan hasil atau output. Sehingga 
di dalam perencanaan harus benar-benar matang dan memiliki keandalan dalam 
mencapai suatu tujuan atau ekspektasi. Perencanaan memfokuskan pada 
informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan yang akan dicapai. 
Beberapa perencanaan yang di lakukan oleh Badan Wakaf Al Qur’an untuk 
program-program yang telah dibentuk adalah sebagia berikut: 
1. Wakaf Al Qur’an dan Pembinaan 
 Salah satu program utama yang ada dalam Badan Wakaf Al Qur’an 
adalah program wakaf Al  Qur’an dan pembinaan yang mana program tersebut 
telah ada sejak lembaga didirikan sampai saat ini. Program tersebut diadakan 
lantaran masih banyaknya daerah-daerah pelosok yang masih sulit mendapatkan 
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kitab suci Al Qur’an serta pembinaannya, maka dari itu Badan Wakaf Al Qur’an 
mengusung program wakaf Al Qur’an dan pembinaan untuk daerah-daerah yang 
masih sulit mendapatkannya.  
2. Water Action for People 
 Program Water Action for People adalah program wakaf untuk 
pembangunan sarana air bersih di daerah yang mengalami krisis air bersih dan 
daerah yang tertimpa bencana alam di pelosok Indonesia. Tujuan dari wakaf air 
sendiri antara lain untuk membangun sarana air bersih di daerah yang mengalami 
krisis air bersih dan membina masyarakat pemetik manfaat dari wakaf sarana air 
bersih dengan pengetahuan sanitasi, pendidikan dan keislaman.  
3. Tebar Cahaya Indonesia Terang 
 Tebar Cahaya Indonesia Terang adalah program wakaf untuk membantu 
masyarakat yang kekurangan akan listrik di kehidupannnya. Maka dari itu Badan 
Wakaf Al Qur’an Surakarta mengusung program Tebar Cahaya Terang, dengan 
demikian masyarakat yang membutuhkan pencahayaan berupa listrik dapat 
terpenuhi dengan layak. Untuk memastikan beberapa daerah yang benar-benar 
membutuhkan bantuan akan listrik dari pihak Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta 
meminta bantuan tim kumunitas untuk melakukan survei ke lapangan guna 
mendapatkan informasi mengenai daerah yang akan diberikan bantuan.  
4. Wakaf Khusus  
 Merupakan salah satu program inovatif di Badan Wakaf Al Quran 
(BWA). Program ini terinspirasi dari masih banyaknya daerah-daerah terpencil di 
Nusantara yang belum tersentuh pembangunan, terutama masyarakat Muslim 
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yang ada di daerah pelosok dan terpencil. Dengan program Wakaf Khusus ini, 
BWA berusaha memahami, mendalami dan mencari solusi dari persoalan 
masyarakat di daerah terpencil tersebut. Kemudian BWA merancang strategi 
penggalangan dana dari wakif dan donatur agar project tersebut dapat terealisasi. 
Project solutif tersebut antara lain: transportasi darat dan laut utk para da’i untuk 
menjangkau daerah yang terpencil, penyediaan sarana penangkapan ikan bagi 
nelayan dan lain-lain berupa pembangunan infrastruktur masyarakat yang bersifat 
mendasar. Beberapa hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“Program kerja yang dibuat Badan Wakaf Surakarta ada 4 yaitu : Wakaf 
Al Qur’an dan Pembinaan, Water Action for People, Tebar Cahaya Terang 
dan Wakaf Khusus. Wakaf Al Qur’an merupakan program kerja yang 
bertugas untuk memenuhi kebutuhan akan Al Qur’an disemua wilayah  
yang membutuhkan. Wakaf water action for people merupakan program 
wakaf yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan air bersih. 
Wakaf Tebar Cahaya Indonesia Terang  merupakan program unutk 
membantu memberikan pencahayaan listrik di daerah pelosok yang 
membutuhkan. Wakaf Khusus merupakan program yang dilakukan untuk 
membantu memberikan pembangunan ifrastruktur dan fasilitas publik 
lainnya”. 
 
Berdasarkan pernyataan Badan Wakaf Al Qur’an telah memenuhi 
akuntabilitas perencanaan dengan program-program yang telah dibuat. 
Perencanaan yang baik dari Badan Wakaf Al Qur’an dilakukan dengan 
merencanakan beberapa program dengan matang hal tersebut ditunjukkan dengan 
kinerja mereka yang melakukan survei terlebih dahulu sebelum membuat program 
yang dibutuhkan dan daerah sasaran yang akan di laksanakan program tersebut. 
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b. Akuntabilitas Pelaksanaan 
Menurut (Mustofadidjadja,2000:25) Akuntabilitas Pelaksanaan dilakukan 
dalam rangka memenuhi kebijakan program yang telah dibuat diawal atau pada 
perencanaan yang sudah terstruktur dengan tujuan atau goals. Akuntabilitas 
pelaksanaan mengukur sejauh mana dalam melaksanakan suatu kebijakan telah 
dilakukan dengan hasil yang bagaimana pula dengan bukti-bukti pelaksanaan 
yang dikumpulkan berupa semua administrasi yang digunakan 
 Program-program yang telah dibentuk oleh Badan Wakaf Al Qur’an 
tersebut kemudian akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal program tersebut 
dibuat. Beberapa program yang telah dibentuk tersebut akan ada 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan dari masing-masing program. Adapun 
beberapa akuntabilitas pelaksanaan dari masing-masing program yang ada antara 
lain:  
1. Wakaf Al Qur’an dan Pembinaan 
 Program yang paling utama dan pertama di Badan Wakaf Al Qur’an 
adalah wakaf Al Qur’an dan pembinaan. Sejak didirikan 10 tahun yang lalu 
sampai April 2017 Ini. Badan Wakaf Al Qur’an berhasil Mengumpulkan dan 
mendistribusikan 225.526-an mushaf Al Quran Wakaf.  
 Pogram ini pada tanggal 1 Oktober 2018 telah melaksanakan survei 
dalam rangka meninjau kondisi Al Qur’an dan pada muslim di Kabupaten 
Karanganyar. Untuk penyaluran yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar 
menyalurkan 1.000 Al Qur’an dan 500 Iqra’serta mengadakan training dakwah 
dan pemahaman Islam untuk da’i-da’i setempat. 
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2. Water Action for People 
 Pelaksanaan dari program Water Action for People sendiri sudah 
dilaksanakan untuk bulan Septembe di Nusa Tenggara Barat dan untuk bulan 
Oktober di Kabupaten Wonogiri karena di daerah tersebut terjadi musibah 
kekeringan sekitar 5 desa yang mengalami kekeringan, sehingga Badan Wakaf Al 
Qur’an memberikan bantuan air bersih dengan mengirimkan air bersih. 
3. Tebar Cahaya Indonesia Terang 
 Tebar Cahaya Indonesia Terang dilakukan dengan melakukan beberapa 
survei yang dilakukan oleh beberapa komunitas dan pihak Badan Wakaf Al 
Qur’an mendapati daerah yang berada di Kabupaten Wonogiri. Masih banyak 
warga yang berada di daerah Kabupaten Wonogiri  yang belum merasakan aliran 
listik untuk rumah mereka, maka dari itu Badan Wakaf Al Qur’an memberikan 
pemasangan listrik secara gratis kepada beberapa kepala keluarga yang belum 
memiliki listrik sendiri. 
4. Wakaf Khusus 
 Wakaf Khusus dilakukan dari laporan dari beberapa komunitas dan 
pengajuan dari warga masyarakat yang terkendala dengan fasilitas tempat ibadah 
yang kurang dan membutuhkan fasilitas lainnya, untuk bulan Agustus 2018 Badan 
Wakaf telah berhasil merenovasi 55 Masjid yang ada di Beberapa Kabupaten di 
karesidenan Surakarta.Beberapa penjabaran diatas sesuai dengan wawancara yang 
dilakukan sebagai berikut: 
“Pelaksanaan dari Program yang dibuat oleh Badan Wakaf Al Qu’an saat ini 
sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan masing-masing 
program yang ada memiliki pelaksanaan yang berbeda-beda yang antara lain: 
(1) Wakaf Al Qur’an dan Pembinaan : untuk pogram ini pada tanggal 1 
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Oktober 2018 telah melaksanakan survei dalam rangka meninjau kondisi Al 
Qur’an dan pada muslim di Kabupaten Karanganyar. Untuk penyauran yang 
dilakukan di Kabupaten Karanganyar menyalurkan 1.000 Al Qur’an dan 500 
Iqra’serta mengadakan training dakwah dan pemahaman Islam untuk da’i-da’i 
setempat. (2) Water Action for People :Pelaksanaan dari program Water action 
for People sendiri sudah dilaksanakan untuk bulan Septembe di Nusa 
Tenggara Barat dan untuk bulan Oktober di Kabupaten Wonogiri karena di 
daerah tersebut terjadi musibah kekeringan sekitar 5 desa yang mengalami 
kekeringan, sehingga Badan Wakaf Al Qur’an memberikan bantuan ai bersih 
dengan mengirimkan air bersih. (3) Tebar Cahaya Indonesia Terang : Tebar 
Cahaya Indonesai Terang dilakukan dengan melakukan beberapa suvei yang 
dilakukan oleh beberapa komunitas dan pihak Badan Wakaf Al Qur’an 
mendapati daerah yang berada di Kabupaten Wonogiri masih banyak warga 
yang belum meraskan aliran listik untuk rumah mereka, maka dari itu Badan 
Wakaf Al Qur’an memberikan pemasangan listrik secara gratis kepada 
beberapa kepala keluarga yang belum memiliki litrik sendiri. (4) Wakaf 
Khusus : Wakaf Khusus dilakukan dari laporan dari beberapa komunitas dan 
pengajuan dari warga masyarakat yang terkendala dengan fasilitas tempat 
ibadah yang kurang dan membutuhkan fasilitas lainnya, untuk bulan Agustus 
2018 Badan Wakaf telah berhasil merenovasi 55 Masjid yang ada di Beberapa 
Kabupaten di karesidenan Surakarta”. 
 
Hasil wawancara yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa Badan Wakaf 
Al Qur;an Surakarta telah memenuhi akuntablitas pelaksanaan. Hala tersebut 
ditunjukkan dengan pelaksanaan yang telah benar-benar dilakukan oleh Badan 
Wakaf Al Qur’an seteah menyusun perencanaan program yang akan dilakukan, 
setelah melakukan perencanaan program dan melalui berbagai survei yang 
dilakukan akhirnya pelaksanaanpun dilakukan sesuai dengan sasaran. 
c. Evaluasi 
Evaluasi merupakan proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa 
yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang 
dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. 
Pengevaluasian yang dilakukan di Badan Wakaf Surakarta dilakukan di 
setiap programnya. Pengevaluasian dilakukan oleh Badan Wakaf Al Qur’an 
42 
 
 
Surakara di setiap programnya dengan maksud dan tujuan guna memperbaiki 
kesalahan serta menyempurnakan semua kegiatan yang dilakukan agar 
kedepannya terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Beberapa hal tersebut 
sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut: 
“Selama ini evaluasi yang dilakukan oleh tim Badan Wakaf Al Qur’an 
Surakarta dalam setiap pelaksanaan program. Pngevaluasian dilakukan 
guna memperbaiki kesalahan serta menyempurnakan semua kegiatan yang 
dilakukan agar kedepannnya terlaksana dengan baik dan berjalan lancar”. 
 
Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara diatas menunjukkan bahwa 
Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta telah memenuhi akuntabilitas evaluasi dengan 
adanya tahap pengevaluasian yang dilakukan. Adanya tahap evaluasi yang 
dilakukan oleh Badan wakaf Al Qur’an Surakarta menjadikan perbaikan untuk 
pelaksanaan kegiatan yang kurang serta menjadikan pelaksanaan untuk 
kedepannnya menjadi lebih baik. 
4.1.5 . Akuntabilitas Financial  
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai 
integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Adapun beberapa yang menjadi komponen pembentuk akuntabilitas 
menurut (Djalil, 2010:235). 
Adapun dari akuntabilitas financial sendiri memiliki indikator yang ada. 
Indikator-indikator tersebut ada dalam Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta yang 
antara lain adalah sebagi berikut: 
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a. Integritas 
Berdasarkan teori bahwa integritas laporan keuangn berkaitan dengan 
pembuatan laporan keuangan yang menampilkan kondisi yang sebenarnya dan 
tidak di tutup-tutupi. Proses pencatatan laporan keuangan yang ada di Badan 
Wakaf Al Qur’an Surakarta sesuai dengan kondisi keuangan yang ada tidak ada 
yang ditutup-tutupi dalam proses pembuatan laporan keuangan. Hal tersebut 
sesuai dengan wawancara yang dilakukan sebagai berikut: 
“Proses pencatatan laporan keuangan yang ada di Badan Wakaf Al 
Qur’an Surakarta sesuai dengan kondisi keuangan yang ada tidak ada 
yang ditutup-tutupi dalam proses pembuatan laporan keuangan”. 
 
b. Pengungkapan 
Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangn adidesain dan 
disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau 
aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisisuatu informasi. Pengungkpan 
yang dilakukan oleh Badan Walaf Al Qur’an melakukan pencatatan semua 
transaksi, sehingga lebih mudah dalam proses pertanggungjawabannnya. Hal 
tersebut sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut: 
“Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Wakaf Al Qur’an 
Surakarta menggambarkan semua aktivitas yang benar-benar terjadi. 
Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan 
keuangan yang rill. Serta untuk pencatatan yang dilakukan untuk semua 
transaksi dengan begitu untuk proses pertanggungjawaban keepannya 
akan lebih mudah”. 
 
c. Ketaatan 
Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan laporan 
keuangandengan menggunkan prinsip syariah. Prinsip umum dari 
akuntansisyariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena 
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itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, 
inovatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua puhak dan tidak terdapat unsur 
manipulasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang di lakukan sebagai 
berikut: 
“Pedoman dan standar yang digunakan dalam pencatatan laporan 
keuangan yang ada di Badan Wakaf Surakarta selama ini menggunakan 
PSAK 45”. 
Berdasarkan uaraian diatas menunjukkan bahwa Badan Wakaf Al Qur’an 
Surakarta telah memenuhi akuntabilitas financial. Hal tersebut telah dibuktikan 
dengan hasil wawancara dengan bagian keuangan dari Badan Wakaf Surakarta 
yang memberikan pernyataan bahwa dalam sistem pencatatan laporan keuangan 
yang dilakukan telah mematuhi standar pencatatan yang berlaku. 
Sehingga laporan keuangan dari Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta akan 
tampak dengan ditunjukkan pada Gambar 4.1 sebagai Laporan Posisi Keuangan, 
Gambar 4.2 sebagai Laporan Aktivitas, Gambar 4.3 sebagai Laporan Arus Kas 
adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 
Laporan Posisi Keuangan 
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Gambar 4.2 
Laporan Aktivitas 
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Gambar 4.3 
Laporan Arus Kas 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam 
pebahasan, makadapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas 
Pengelolaan wakaf di Badan Wakaf Al Qur’an pada priode 2018 yaitu sebagai 
berikut: 
1. Akuntabilitas Proses yang dilakukan oleh Badan Wakaf Surakarta sudah 
terlaksana dengan baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan perencanaan program 
yang baik, pelaksanaan yang sesuai sasaran serta evaluasi yang dilakukan oleh 
Badan Waaf Al Qura’an Surakarta. Sehingga semua indikator yag ada di 
akuntabilitas proses sudah diterapkan di Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta. 
2. Akuntabilitas Financial yang ada di Badan Wakaf Surakarta dari beberapa 
indikator baik dari segi integritas, pengungkpan serta ketaatan yang ada di 
Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta sudah dilaksanakan dengan baik. Hal 
tersebut dibuktikan dengan proses pencatatan laporan keuangn serta 
pertanggungjawaban yang baik oleh Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yan telah 
diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu: 
1. Aplikasi atau sistem yang bisa digunakan untuk melihat laporan keuangan 
secara terbuka sehingga peneliti hanya bisa melihat dari admisistrasinya saja 
yang hanya dapat diakses di aplikasi dari pihak Basan Wakaf Al Qur’an. 
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2. Kurangnya informan dalam engumpulan data memlalui wawancara yaitu para 
donatur setiap program. 
5.3.  Saran-saran 
Mengacu kepada hasil penelitiandan keterbatasan penelitian yang telah 
diuraikan diatas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu 
kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses 
wawancara. 
2. Peleneliti selanjutnya disarankan untuk menembahkan informan yaitu para 
donatur setiap programnya dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk 
dapat menialai pertanggungjawaban Lembaga Badan Wakaf dalam hal 
pengelolaan wakaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Badan Wakaf Al Qur’an. Diakses pada 24 Desember 2018. 
https://www.wakafquran.org.  
 
Beranda BWI. “Indonesia Luncurkan Waqf Core Principles dan Waqf Linked 
Sukuk di Forum IMF Bank Dunia. 11 Oktober 2018. 
http://www.bwi.or.id/index.php/in/publikasi/berita-mainmenu-109/1780-
indonesia-luncurkan-waqf-core-principles-dan-waql-linked-sukuk-di-
forum-imf-bank-dunia.html. 
 
Djalil, Rizal. (2010). Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jakarta: RM Book. 
 
Huda dkk. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. 
Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Vol. 5, No. 5. 
 
Ihsan dan Hameed. (2011). Waqf Accounting and Management in Indonesia 
WAQF Institutions:The Cases of Two WAQF Foundations. Emerald 
Insight. Vol. 27, No. 4. 
 
Mardani. (2016). Hukum Islam. Jakarta : PT Citra Aditya Abadi. 
Maulida dan Ridwan. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Waqf Pada 
Baitul Mal Provinsi Aceh. Jurnal ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi 
(JIMEKA). Vol.2, No. 4. 
 
Muntaqo, Firman. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di 
Indonesia. Al Ahkam. Vol. 25, No. 1. 
 
Mustofadidjadja. (2000). Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas. Jakarta: 
Erlangga. 
 
Primadhyta, Safyra. “BWI Sebut Baru 62 Persen Tanah Wakaf Tersertifikasi”. 11 
Oktober2018. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171108202541-
92-254431/bwi-sebut-baru-62-persen-tanah-wakaf-tersertifikasi . 
 
Sugiyono dan R&D.(2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 
Suhendi, Hendi. (2016). Fiqh Muamalah. Jakarta : Rajawali Pers. 
Wasilah dan Nurhayati. (2014). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba 
Empat. 
51 
 
 
 
Wili dan Bustamam. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Aset 
Wakaf Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Jurnal ilmiah Mahasiswa 
Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol.2, No.4. 
WWW.bwi.or.id diakses pada 12 Oktober 2018. 
 
WWW.iaiglobal.or.id  diakses pada 13 Oktober 2018. 
 
WWW.cnnindonesia.com  diakses pada 11 Oktober 2018. 
 
Yacoob dkk. (2014). Accountability through accounting and reporting lenses 
Lessons froman awqaf institution in a Southeast Asia country. 
Emeralinsight Journal. 
 
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN  
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Lampiran 1.1 
Jadwal Penelitian 
 
 
 
No 
Bulan Agustus  September Oktober November Desember Januari Februari Maret 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Penyusunan 
Proposal 
 
    X X X X             
           
2 Konsultasi    X   X X X X X X X X       X X X          
3. 
Seminar 
Proposal 
 
             X       
           
3 
Revisi 
proposal 
 
      X  X X  X X  X      
X X          
4 
Pengumpula
n Data 
 
              X X X    
           
5 
Analisis 
Data 
 
                 
X X 
X 
           
6 
Penulisan 
akhir naskah 
skripsi 
 
                    
           
7 
Pendaftaran 
munaqosah 
                    
   X 
        
8 Munaqosah                                 
9 
Revisi 
Skripsi 
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Lampiran 1.2 
Daftar Pedoman Wawancara 
 
 
Daftar Pedoman Wawancara 
 
1. Narasumber : CEO dan Founder 
a. Bagaimana sejarah berdirinya Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta ? 
b. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Badan Wakaf Al Qur’an 
Surakarta? 
2. Narasumber : Project Analyst 
a. Apa saja program kerja yang dibuat oleh Badan Wakaf Surakarta ? 
b. Bagaimana pelaksanaan dari program kerja yang dibuat oleh Badan 
Wakaf Surakarta? 
3. Narasumber : Operation Head 
a. Bagaimana evaluasi mengenai program kerja  yang telah dilakukan 
oleh Badan Wakaf Al Qur’an ? 
b. Kendala apa saja yang ada ketika program kerja dijalankan? 
c. Strategi apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan program kerja 
Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta? 
4. Narasumber : Finance 
a. Bagaimana proses pencatatan laporan keuanga pada Badan Wakaf Al 
Qur’an Surakarta ? 
b. Bagaimana penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Badan 
Wakaf Al Qur’an Surakarta ? 
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c. Pedoman apa yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan 
pada Badan Wakaf Al Qur’an ? 
5. Narasumber : Wakif 
a. Alasan apa yang mendasari melakukan wakaf melalui Badan Wakaf Al 
Qur’an Surakarta? 
b. Seberapa amanahkan Badan Wakaf al Qur’an dalam mengelola wakaf 
dari para wakif? 
 
6. Narasumber : Anggota Komunitas 
a. Sudah berapa lama bergabung dengan komunitas di Badan wakaf Al 
Qur’an ? 
b. Alasan bergabung di komunitas Badan wakaf Al Qur’an ? 
c. Apa saja yang dilakukan dalam konumitas Badan Wakaf Al Qur’an? 
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Lampiran 1.3 
Hasil Wawancara 
 
Hasil Wawancara  
Tempat  : Ruang Kerja CEO 
Hari/Tanggal  : Senin, 17 Desember 2018 
Waktu   : Pukul 09.30 WIB 
Narasumber  : CEO dan Founder (Bp Heru Binawa) 
 
Pertanyaan Hasil Narasumbe
r 
1. Bagaimana 
awal mula 
sejarah 
berdirinya 
Badan Wakaf Al 
Qur’an? 
Sejarah berdirinya Badan Wakaf Al Qur’an 
bermula sejak tahun 2005 oleh sejumlah 
ulama dan profesional muslim. Karena pada 
saat itu masih minimnya fasilitas akan Al 
Qur’an didaerah-daerah pelosok, maka dari 
itu Badan Wakaf Al Qur’an didirikan. Tetapi 
seiring berjalannya waktu kebutuhan yang 
diperlukan oleh umat bukan hanya Al Qu’an 
saja melainkan beberapa fasilitas publik 
lainnnya sehingga Badan Wakaf Al Qur’an  
CEO dan 
Founder 
(Bp Heru 
Binawa) 
2. Bagaimana 
struktur 
organisasi yang 
ada di Badan 
Wakaf Al 
Qur’an 
Struktur oganisasi yang ada di Badan Wakaf 
Al Quran ada Pembina, CEO, Finance, 
Operation Head, Wakil Relation Division, 
Web Development, Back Office, Newsroom 
dan General Affair.  
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Hasil Wawancara 
Tempat   : Ruang Rapat Badan Wakaf Al Qur’an Surakarta 
Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Desember 2018 
Waktu   : Pukul 10.00 WIB 
Narasumber  : Project Analyst (Bp Darminto) 
 
Pertanyaan Hasil Sumber 
1.Apa saja 
program kerja 
yang dibuat oleh 
Badan Wakaf Al 
Qur’an Surakarta? 
Program kerja yang dibuat Badan Wakaf 
Surakarta ada 4 yaitu : Wakaf Al Qur’an 
dan Pembinaan, Water Action for People, 
Tebar Cahaya Terang dan Wakaf Khusus. 
Wakaf Al Qur’an merupakan program 
kerja yang bertugas untuk memenuhi 
kebutuhan akan Al Qur’an disemua 
wilayah  yang membutuhkan. Wakaf water 
action for people merupakan program 
wakaf yang membantu masyarakat 
memenuhi kebutuhan akan air bersih. 
Wakaf Tebar Cahaya Indonesia Terang  
merupakan program unutk membantu 
memberikan pencahayaan listrik di daerah 
pelosok yang membutuhkan. Wakaf 
Khusus merupakan program yang 
dilakukan untuk membantu memberikan 
pembangunan ifrastruktur dan fasilitas 
publik lainnya. 
Project 
Analys 
(Darminto) 
2.Bagaimana 
pelaksanaan 
setiap program di  
Pelaksanaan dari Program yang dibuat oleh 
Badan Wakaf Al Qu’an saat ini sudah 
terlaksana dengan baik, hal tersebut 
dibuktikan dengan masing-masing 
program yang ada memiliki pelaksanaan 
yang berbeda-beda yang antara lain:  
1. Wakaf Al Qur’an dan Pembinaan : 
untuk pogram ini pada tanggal 1 Oktober 
2018 telah melaksanakan survei dalam 
rangka meninjau kondisi Al Qur’an dan 
pada muslim di Kabupaten Karanganyar. 
Untuk penyauran yang dilakukan di 
Kabupaten Karanganyar menyalurkan 
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1.000 Al Qur’an dan 500 Iqra’serta 
mengadakan training dakwah dan 
pemahaman Islam untuk da’i-da’i 
setempat. 
2.Water Action for People :Pelaksanaan 
dari program Water action for People 
sendiri sudah dilaksanakan untuk bulan 
Septembe di Nusa Tenggara Barat dan 
untuk bulan Oktober di Kabupaten 
Wonogiri karena di daerah tersebut terjadi 
musibah kekeringan sekitar 5 desa yang 
mengalami kekeringan, sehingga Badan 
Wakaf Al Qur’an memberikan bantuan ai 
bersih dengan mengirimkan air bersih. 
3.Tebar Cahaya Indonesia Terang : Tebar 
Cahaya Indonesai Terang dilakukan 
dengan melakukan beberapa suvei yang 
dilakukan oleh beberapa komunitas dan 
pihak Badan Wakaf Al Qur’an mendapati 
daerah yang berada di Kabupaten 
Wonogiri masih banyak warga yang belum 
meraskan aliran listik untuk rumah mereka, 
maka dari itu Badan Wakaf Al Qur’an 
memberikan pemasangan listrik secara 
gratis kepada beberapa kepala keluarga 
yang belum memiliki litrik sendiri. 
4. Wakaf Khusus : Wakaf Khusus 
dilakukan dari laporan dari beberapa 
komunitas dan pengajuan dari warga 
masyarakat yang terkendala dengan 
fasilitas tempat ibadah yang kurang dan 
membutuhkan fasilitas lainnya, untuk 
bulan Agustus 2018 Badan Wakaf telah 
berhasil merenovasi 55 Masjid yang ada di 
Beberapa Kabupaten di karesidenan 
Surakarta.   
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Hasil Wawancara 
Tempat  : Ruang Kerja Bagian Keuangan Badan Wakaf Al Qur’an 
Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Desember 2018 
Waktu   : Pukul 11.00 WIB 
Narasumber  : Finance (Bp M. Ichan Salam) 
 
Pertanyaan Hasil Sumber 
1.Bagaimana proses 
pencatatan laporan 
keuangan pada Badan 
Wakaf Al Qur’an 
Surakarta ? 
 
Proses pencatatan laporan 
keuangan yang ada di Badan 
Wakaf Al Qur’an Surakarta sesuai 
dengan kondisi keuangan yang ada 
tidak ada yang ditutup-tutupi 
dalam proses pembuatan laporan 
keuangan. 
Finance (Bp 
M. Ichan 
Salam) 
2.Bagaimana penyajian 
laporan keuangan yang 
dibuat oleh Badan 
Wakaf Al Qur’an 
Surakarta ? 
 
Penyajian laporan keuangan yang 
dibuat oleh Badan Wakaf Al 
Qur’an Surakarta menggambarkan 
semua aktivitas yang benar-benar 
terjadi. Sehingga laporan keuangan 
yang dihasilkan merupakan 
laporan keuangan yang rill. Serta 
untuk pencatatan yang dilakukan 
untuk semua transaksi dengan 
begitu untuk proses 
pertanggungjawaban keepannya 
akan lebih mudah. 
3.Pedoman standar apa 
yang digunakan dalam 
pencatatan laporan 
keuangan pada Badan 
Wakaf Al Qur’an ? 
 
Pedoman dan standar yang 
digunakan dalam pencatatan 
laporan keuangan yang ada di 
Badan Wakaf Surakarta selama ini 
menggunakan PSAK 45 
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Hasil Wawancara 
Tempat  : Ruang Kerja Operation Head 
Hari/Tanggal  : Selasa, 18 Desember 2018 
Waktu   : Pukul  WIB 
Narasumber  : Operation Head (Bp Nanu Utama) 
 
Pertanyaan Hasil Sumber 
1.Bagaimana evaluasi 
mengenai program 
kerja yang telah 
dilakukan oleh Badan 
Wakaf Al Qur’an ?  
Selama ini evaluasi yang dilakukan 
oleh tim Badan Wakaf Al Qur’an 
Surakarta dalam setiap pelaksanaan 
program. Pngevaluasian dilakukan 
guna memperbaiki kesalahan serta 
menyempurnakan semua kegiatan 
yang dilakukan agar kedepannnya 
terlaksana dengan baik dan berjalan 
lancar. 
Operation 
Head (Bp 
Nanu Utama) 
 
2.Kendala apa saja 
yang terjadi ketika 
program dilaksanakan 
? 
Kendala yang ada pada saat 
pelaksanaan dari pada program 
sendiri adalah kurangnya sumber 
daya manusia yang ada di Badan 
Wakaf Al Qur’an. 
3.Strategi apa yang 
dilakukan untuk 
mengoptimalkan 
program kerja Badan 
Wakaf Al Qur’an 
Strategi kedepannya untuk kemajuan 
pelaksanaan program kerja yang ada 
di Badan Wakaf Al Qur’an mungkin 
dengan menambah beberapa staf 
yang ada di  Badan Wakaf Al Qur’an 
dan membuat ruang diskusi lagi 
untukpara komunitas.  
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Hasil Wawancara 
Tempat  : Masjid Ibaadurahman Goro Assalam 
Hari/Tanggal  : Kamis, 20 Desember 2018 
Waktu   : Pukul 10.00 WIB 
Narasumber  : Wakif (Bp Razak) 
 
Pertanyaan Hasil Sumber 
1.Alasan apa yang 
medasari melakukan 
wakaf di Badan Wakaf 
Surakarta ? 
Alasan melakukan wakaf 
di Badan Wakaf Al 
Qur’an Surakarta kerena, 
setiap dana yang 
disetorkan selalu 
dilaporkan kepada wakif 
dan untuk pengalokasian 
dananya sesuai dengan 
program yang menjadi 
pilihan wakif. 
Wakif (Bp Razak) 
 
2.seberapa amanah 
pihak Badan Wakaf Al 
Qur’an dalam mengelola 
dana dari para wakif 
Amanahnya Badan 
Wakaf Al Qur’an 
Surakarta bisa dilihat 
pada saat pengumpulan 
dana untuk program 
tertentu selalu ada grafik 
pengumpulan dana yang 
telah diperoleh, selain itu 
juga pihakdari Badan 
wakaf Al Qur’a selalu 
terbuka akan pertanyaan 
wakif mengenai 
pelaksanaan program 
yang dibuat yang disertai 
dengan laporan keuangan 
yang dibuat oleh Badan 
Wakaf Al Qur’an 
Surakarta   
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Hasil Wawancara 
Tempat  : Masjid Ibaadurahman Goro Assalam 
Hari/Tanggal  : Kamis, 20 Desember 2018 
Waktu   : Pukul 10.00 WIB 
Narasumber  : Komunitas (Bp Razak) 
 
Pertanyaan Hasil Sumber 
1.Sudah berapa lama 
bergabung dengan 
Kumunitas Badan wakaf 
surakarta 
Bergabung dengan 
komunitas Badan Wakaf 
Surakarta sejak tahun 
2010 sampai saat ni kira-
kira sudah hampir 8 
tahun. 
Komunitas (Bp Razak) 
2.Alasan yang 
mendasari bergabung 
dengan komunitas 
Badan Wakaf 
Surakarta? 
Alasan bergabung dengan 
komunitas Badan Wakaf 
Surakarta karena, melalui 
komunitas ini akan 
sedikit banyak 
meringankan beban para 
masyarakat miskin yang 
memerlukan bantuan. 
Karena komunitas akan 
menjadi ruang bagi 
siapapun yang sekiranya 
ingin berwakaf tetapi 
tidakmemiliki dana bisa 
memberikan tenaganya 
untuk membantu sesama 
yang membutuhkan. 
3.Kegiatan apa saja 
yang dilakukan oleh 
komunitas Badan Wakaf 
Surakarta 
Kegiatan yang dilakukan 
di komunitas banyak, 
diantaranya:  
1.komunitas melakukan 
survei ke daerah-daerah 
yang di dapati 
kekurangan akan fasilitas 
Al Qur’an, pembelajaran 
mengenai pembacaan Al 
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Qur’an, Kebutuhan aka 
air bersih yang belum 
tercukupi, Kebutuhan 
akan penerangan, serta 
fasilitas peribadahan 
lainnya. 
2.komunitas melakukan 
pelaporan terkait daerah 
yang sekiranya 
memerlukan bantuan 
utuk beberapa fasilitas 
yang di butuhkan oleh 
daerah tersebut. 
3.Kumunitas membantu 
penyaluran bantuan yang 
dilakukan oleh pihak 
Badan Wakaf Al Qur’an 
dengan ikhlas 
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Lampiran 1.4 
Undang-undang No.14 Tahun 2004 
 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 41 TAHUN 2004 
TENTANG 
WAKAF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
Menimbang : a. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang 
memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara 
efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum; 
b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama 
hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang 
pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Wakaf; 
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
Dengan persetujuan bersama 
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 
MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF. 
BAB I 
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
6. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya 
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 
 
7. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 
 
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan 
dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 
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4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk 
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 
 
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 
dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 
syariah yang diwakafkan oleh Wakif. 
 
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah 
pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar 
wakaf. 
 
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk 
mengembangkan perwakafan di Indonesia. 
 
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
terdiri atas Presiden beserta para menteri. 
 
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama. 
 Bagian Kelima 
Nazhir 
Pasal 9 
Nazhir meliputi: 
a. perseorangan; 
b. organisasi; atau 
c. badan hukum. 
Pasal 10 
(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya 
dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : 
a. warga negara Indonesia; 
b. beragama Islam; 
c. dewasa; 
d. amanah; 
e. mampu secara jasmani dan rohani; dan 
f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 
 
(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat 
menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: 
 
a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
 
b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 
dan/atau keagamaan Islam. 
 
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat 
menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : 
 
a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan 
nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan 
 
b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; dan 
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c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. 
 
Pasal 11 
 
Nazhir mempunyai tugas : 
a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 
 
b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 
fungsi, dan peruntukannya; 
 
c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 
 
d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. 
 
Pasal 12 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 
dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan 
harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). 
Pasal 13 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir 
memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 
 
BAB V 
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF  
Pasal 42 
Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 
tujuan, fungsi, dan peruntukannya. 
Pasal 43 
(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip syariah. 
 
(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
produktif. 
 
(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
yang dimaksud pada ayat 
(1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah. 
Pasal 44 
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang 
melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin 
tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. 
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila 
harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan 
yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. 
Pasal 45 
(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir 
diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang 
bersangkutan : 
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a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; 
b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan 
hukum; 
c. atas permintaan sendiri;  
d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar 
ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku;  
e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. 
 
(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 
 
(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh 
Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan 
dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan 
dan tujuan serta fungsi wakaf. 
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Lampiran 1.5 
Dokumentasi 
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Lampiran 1.6  
Daftar Hadir Rapat 
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Lampiran 1.5 
Cek Plagiasi 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama     : Epi Rosmana Widyawati 
Tempat/Tanggal Lahir  : Wonogiri, 09 Januari 1997  
Jenis Kelamin   : Perempuan  
Status     : Belum Menikah  
Agama    : Islam  
Alamat    : Kenteng RT 02/02, Purwantoro, Wonogiri  
No. Handphone   : +6282243347740  
Pendidikan Formal  
2002 – 2003   : TK Darma Wanita, Wonogiri 
2003 – 2009    : SDN 01 Kenteng, Purwantoro, Wonogiri 
2009 – 2012    : SMP N 2 Purwantoro, Wonogiri 
2012 – 2014    : SMK N 1 Wonogiri 
2015 – 2019   : IAIN SURAKARTA 
 
Riwayat Organisasi    
 
1. Ikatan Mahasiswa Wonogiri 
2. Forum Ekonomi Syariah 
3. FAROHIS Wonogiri 
4. Karang Taruna Kembang Djati  
 
